BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep, Konstruk Variabel Penelitian
2.1.1 Pengendalian Internal

Pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan
perusahaan dapat tercapai. Tanpa adanya pengendalian intern, tujuan perusahaan
tidak dapat dicapai secara efektif dan efisien. Semakin besar perusahaan semakin
penting pula arti dari pengendalian intern dalam perusahaan tersebut.Guna
memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai pengendalian internal, maka
penulis secara berurutan akan mengemukakan hal-hal yang berhubungan dengan
pengendalian internal/pengendalian intern tersebut.
2.1.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-
masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional
perusahaan atau organisasi tertentu. Perusahaan pada umumnya menggunakan
Sistem Pengendalian Internal untuk mengarahkan operasi perusahaan dan
mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.Definisi pengendalian internal yang
dikemukakan oleh banyak penulis pada umumnya bersumber dari definisi yang
dibuat oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway
Commission) sebagai suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun
1985. Pada tahun 1992, COSO yang didirikan dengan tujuan utama untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan
dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut telah menerbitkan

Internal control Framework yang didalamnya disusun definisi umum untuk
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pengendalian internal, standar, dan kriteria pengendalian internal yang dapat
digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka.

Pada tanggal 14 Mei 2013, COSO menerbitkan [Internal Control
Intergrated Framework (ICIF) sebagai revisidari versi tahun 1992. Revisi
kerangka kerja pengendalian internal ini diharapkan akan membantu
meningkatkan pelaksanaan pengendalian internal di setiap organisasi, walaupun
penyesuaian lebih lanjut diperlukan untuk menyelaraskan pengendalian internal di
seluruh dunia dan unuk membantu organisasi mengelola risiko secaa lebih baik
dan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pada edisi yang baru ini, COSO (2013:3) mendefinisikan pengendalian
internal sebagai berikut:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,

manage-ment, and other personnel, designed to provide reasonable

assurance regarding the achievement of objectives relating to operations,
reporting, and compliance”

Memperhatikan pengertian pengendalian internal menurut COSO tersebut,
dapat dipahami bahwa pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut
menembus kegitana operasional organisasi dan merupakan bagian intergral dari
kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan
keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan cahwa sebaik
apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat
menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam
mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun
sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Bahkan bagaimanapun baiknya
pengendalian internal yang ideal dirancang, namun keberhasilannya tergantung
pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang tidak terlepas dari

berbagai keterbatasan.
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Secara prinsip definisi pada kerangka kerja pengedalian internal menurut
kerangka kerja (framework) tahun 2013 ini tidaklah ada perbedaan mendasar
dengan pengertian sebelumnya, seperti halnya yang dikemukakan dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (2001:Seksi 319.2001), di mana dinyatakan
pengertian pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang dijalankan oleh dewan

komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga glongan tujuan berikut ini: (a)

keandalan pelaporan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi dan, (c) ketaatan
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Pengendalian internal atau pengendalian intern memiliki pengertian yang
sama dengan struktur pengendalian intern sebagaimana mengacu kepada rumusan
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (IAl, 2001:Seksi 319)yang

menyatakan:

“Pertimbangan auditor atas pengendalian intern, dalam audit terhadap
laporan keuangan, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia, didefinisikan pengendalian intern dapat juga
disebut sebagai struktur pengendalian intern.*

Dari beberapa pengertian pengendalian internal tersebut, maka terdapat
beberapa konsep dasar dari pengendalian internal sebagai berikut:

1. Pengendalian internal bukan merupakan suatu tujuan, melainkan
suatu proses untuk pencapaian tujuan tertentu. Pengendalian internal
merupakan suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian tidak
terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

2. Pengendalian internal dijalankan oleh orang, dan pengendalian
internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir,
namun dijalankan oleh dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup

komisaris, manajemen, dan personel lain.
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3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk mampu memberikan
keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak bagi manajemen dan
dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua
sistem pengendalian internal dan pertimbangan manfaat dari
pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan
pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling
berkaitan dengan pelaporan keuangan, ketaatan, dan efektivitas dan
efisiensi operasi entitas.

2.1.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

COSO (2013:3) dalam framework terbarunya menyatakan mengenai
tujuan-tujuan pengendalian internal sebagai berikut :
“The Framework provides for three categories of objectives, which allow
organizations to focus on differing aspects of internal control:

1. Operations Objectives—These pertain to effectiveness and efficiency of
the entity’s operations, including operational and financial
performance goals, and safeguarding assets against loss.

2. Reporting Objectives—These pertain to internal and external financial
and non-financial reporting and may encompass reliability, timeliness,
transparency, or other terms as set forth by regulators, recognized
standard setters, or the entity’s policies.

3. Compliance Objectives—These pertain to adherence to laws and
regulations to which the entity is subject.”

Berdasarkan konsep COSO, bahwa pengendalian internal ditujukan untuk
mencapai tiga kategori tujuan yang memungkinkan organisasi untuk fokus pada
aspek pengendalian internal yang berbeda, yang mencakup tujuan-tujuan operasi,
tujuan-tujuan pelaporan, dan tujuan-tujuan ketaatan.

Tujuan-tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi
entitas, termasuk tujuan kinerja operasional dan keuangan, dan untuk menjaga

aset dari kerugian. Tujuan-tujuan pelaporan berkaitan dengan kepentingan
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pelaporan keuangan baik untuk kalangan internal maupun eksternal yang
memenubhi kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan-persyaratan lain
yang ditetapkan oleh pemerintah, pembuat-pembuat standar yang diakui, ataupun
kebijakan-kebijakan entitas. Sementara itu, tujuan-tujuan ketaatanberkaitan
dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan dengan mana entitas merupakan
subjeknya.

Tujuan-tujuan pengendalian internal dalam versi ICIF COSO tahun 2013
ini pada dasarnya relatif sama dengan yang dikemukakan pada tahun 1992, namun
tujuan-tujuan tersebut mengalami perluasan, misalnya pada tujuan-tujuan operasi
yang tidak hanya mencakup kinerja keuangan dan pengamanan aset saja, tetapi
juga operasi perusahaan/entitas secara keseluruhan.

Sebagai perbandingan, tujuan-tujuan pengendalian internal yang
dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia(2001:319.2)dalam buku “Standar
Profesional Akuntan Publikadalah sebagai berikut:

“1. Keandalan Pelaporan Keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

BegitupunTunggal(2005:254) menyatakan hal yang sama mengenai
tujuan pengendalian internal yaitu sebagai berikut :
“l. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.
Beberapa pendapat di atas menjelaskan bahwa tujuan pengendalian
internal yaitu mencakup 3 (tiga) hal pokok yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tujuan-tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi,

bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas
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dan efisiensi dari semua operasi perusahaan sehingga dapat mengendalikan
biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Tujuan-tujuan pelaporan, bahwa pengendalian internal dimaksudkan untuk
meningkatkan keandalan data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk
laporan keuangan dan laporan manajemen sehingga tidak menyesatkan
pemakai laporan tersebut dan dapat diuji kebenarannya.

3. Tujuan-tujuan ketaatanterhadap hukum dan peraturan yang berlaku, bahwa
pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan ketaatanentitas
terhadap hukum-hukum dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah,
pembuat aturan terkait, maupun kebijakan-kebijakan entitas itu sendiri.

Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil (outpuf) dari
suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan
unsur-unsur pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan
pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian intern
tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan unsur-unsur pengendalian
internal.
2.1.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

COSO (2013:4) menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal
sebagai berikut :

“Internal control consists of five integrated components:

1. Control Environment

2. Risk Assessment

3. Control Activities

4. Information and Communication
5. Monitoring Activities”
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Adapun hubungan di antara kelima tujuan dan komponen-komponen
pengendalian internal tersebut digambarkan oleh COSO (2013:5) dalam bentuk

kubus sebagai berikut:

-

Gambar 2.1Relationship of Objectives and Components of Internal Control
Sumber: COSO (2013:5)
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Berdasarkan gambar tersebut menjelaskan bahwa ada suatu hubungan
langsung antara tujuan-tujuan sebagai apa yang hendak dicapai entitas dengan
komponen-komponen pengendalian internal yang mewakili apa yang diperlukan
untuk mencapai tujuan-tujuan itu, serta struktur organisasi entitas pada setiap
tingkatan (divisi, unit operasi, fungsi, dan lainnya). Ketiga kategori tujuan tersebut
(operasi, pelaporan, dan ketaatan) diwakili oleh kolom, kemudian kelima
komponen pengendalian internal diwakili oleh baris, sedangkan struktur
organisasi entitas direpsentasikan oleh ketiga dimensinya.

Arens dan Loebbecke sebagaimana diadaptasi oleh Jusuf (2003:261)juga
menyatakan mengenai 5 (lima) komponen pengendalian internal sebagai berikut:
.......... Kelima kategori ini disebut sebagai komponen sistem

pengendalian intern dan terdiri dari: (1) lingkungan pengendalian, (2)

penetapan risiko manajemen (3) sistem informasi dan komunikasi

akuntansi, (4) aktivitas pengendalian, (5) pemantauan.”

Dari uraiandi atas dapat diartikan bahwa, pengendalian internal yang harus
ada di dalam suatu perusahaan terdiri dari lima komponen. Komponen-komponen
pengendalian internal ini saling berkaitan antara satu dengan yang
lainnya.Misalnya penilaian risiko tidak hanya mempengaruhi aktivitas
pengendalian, tetapi juga dapat menunjukkan suatu kebutuhan untuk
mempertimbangkan kembali kebutuhan informasi dan komunikasi atau kegiatan
pemantauan. Jadi pengendalian internal bukanlah suatu proses yang berurutan, di
mana suatu komponen hanya mempengaruhi satu komponen berikutnya, akan
tetapi merupakan suatu proses interaksi antar tujuan-tujuan di mana hampir semua
komponen dapat dan akan saling mempengaruhi antara komponen-komponen
lainnya.

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen

pengendalian internal tersebut :
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1. Lingkungan Pengendalian(Control Environment)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang
pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua
komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

COSO  (2013:4-6)menjelaskan  mengenai  komponen  lingkungan

pengendalian (control environment) sebagai berikut :

“The control environment is the set of standards, processes, and structures
that provide the basis for carrying out internal control across the
organization. The board of directors and senior management establish the
tone at the top regarding the importance of internal control including
expected standards of conduct. Management reinforces expectations at the
various levels of the organization. The control environment comprises the
integrity and ethical values of the organization, the parameters enabling the
board of directors to carry out its governance oversight responsibilities; the
organizational structure and assignment of authority and responsibility; the
process for attracting, developing, and retaining competent individuals; and
the rigor around performance measures, incentives, and rewards to drive

accountability for performance. The resulting control environment has a
pervasive impact on the overall system of internal control.”

Berdasarkanrumusan COSO di atas, bahwa lingkungan pengendalian
didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan
dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi.
Lingkungan pengendalian terdiri dari :

1. Integritas dan nilai etika organisasi;

2. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam
mengelola organisasinya;

3. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab;

4. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang

kompeten; dan
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5.

Ketegasan mengenai tolok ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk
mendorong akuntabilitas kinerja.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas

pada sistem secara keseluruhan pengendalian internal.

Selanjutnya, COSO (2013:7) menyatakan, bahwa terdapat 5 (lima) prinsip

yang harus ditegakkan atau dijalankan dalam organisasi untuk mendukung

lingkungan pengendalian, yaitu :

“I.

2.

¥)

The organization*) demonstrates a commitment to integrity and
ethical values.

The board of directors demonstrates independence from management
and of exercises oversight the development and performance of
internal control.

. Management establishes, with board oversight, structures, reporting

lines, and appropriate authorities and responsibilities in the pursuit
of objectives.

. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and

retain competent individuals in alignment with objectives.

. The organization holds individuals accountable for their internal

control responsibilities in the pursuit of objectives.

For purposes of the Framework, the term “organization” is used to
collectively capture the board, management, and other personnel, as
reflected in the definition of internal control.

Memperhatikan rumusan COSO di atas, maka lingkungan pengendalian

dapat terwujud dengan baik apabila diterapkan 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan

pengendalian internal yaitu :

1.

Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil
lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
Dewan direksi menunjukkan independensidari manajemen dan dalam
mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkanstruktur, jalur-
jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam

mengejar tujuan.
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4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan
mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.

5. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan
tanggung jawab pengendalian internal merekadalam mengejar tujuan.
Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu

entitas organisasi menurut Arens dan Loebbecke sebagaimana diterjemahkan
oleh Jusuf (2003:261-263)terdiri dari tujuh faktor sebagai berikut:

“I. Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan
perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan
dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk
menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan
pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis.

2. Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan
keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, meliputi:
pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan
tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan
dan pengetahuan yang disyaratkan.

3. Falsafah manajemen dan gaya operasi merupakan sifat dari suatu
manajemen, apakah bersifat pengambil risiko atau penghindar risiko, yang
membuat auditor dapat merasakan sikap mereka terhadap pengendalian.

4. Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis
tanggungjawab dan wewenang yang ada. Ini Dbiasanya juga
menghubungkan garis arus komunikasi.

5. Dewan komisaris dan komite audit yang efektif adalah yang
independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif dan menilai
aktivitas manajemen.

6. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, merupakan suatu
metode komunikasi formal yang mungkin mencakup cara-cara seperti
memo dari manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah yang
berkaitan dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi,
deskripsi tugas pegawai, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan
perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku
formal.

7. Kebijakan dan prosedur kepegawaian, yang menyangkut sistem
pengelolaan kepegawaian untuk menciptakan pegawai yang memiliki
kompetensi dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang
efektif, metode bagaimana mereka direkrut, dievaluasi dan digaji.”

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)
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COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko (risk
assessment) sebagai berikut :

“Risk is defined as the possibility that an event will occur and adversely
affect the achievement of objectives. Risk assessment involves a dynamic and
iterative process for identifying and assessing risks to the achievement of
objectives. Risks to the achievement of these objectives from across the
entity are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk
assessment forms the basis for determining how risks will be managed. A
precondition to risk assessment is the establishment of objectives, linked at
different levels of the entity. Management specifies objectives within
categories relating to operations, reporting, and compliance with sufficient
clarity to be able to identify and analyze risks to those objectives.
Management also considers the suitability of the objectives for the entity.
Risk assessment also requires management to consider the impact of pos-
sible changes in the external environment and within its own business model
that may render internal control ineffective.”

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa penilaian risiko melibatkan proses
yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap
pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa
suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan
risiko terhadap pencapaian seluruh tujuan dari entitas ini dianggap relatif terhadap
toleransi risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, penilaian risiko membentuk
dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola oleh organisasi.

Arens dan Loebbecke yang diadaptasi oleh Jusuf (2003:263) menyatakan
bahwapenilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi
analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan
keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Selanjutnya, COSO (2013:7) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang
mendukung penilaian risiko sebagai berikut :

“1. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the
identification and assessment of risks relating to objectives.
2. The organization identifies risks to the achievement of its objectives

across the entity and analyzes risks as a basis for determining how the
risks should be managed.

23



3. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to
the achievement of objectives.

4. The organization identifies and assesses changes that could significantly
impact the system of internal control.”

Selanjutnya, Arens dan Loebbecke yang diadaptasi oleh Jusuf
(2003:263) menyebutkan bahwapenilaian risiko manajemen harus mencakup
pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan,
seperti :

“(1) Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi
yang belum pernah dikenal.
(2) Perubahan standar akuntansi.
(3) Hukum dan peraturan baru.
(4) Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang
digunakan untuk pengolahan informasi.
(5) Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi perubahan
dan pelaporan.”
Penilaian risiko yang berhubungan langsung dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum merupakan bagian dari kriteria manajemen untuk mencatat
dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan. PSA 07 (SA 326)
menggolongkan lima kategori pernyataan yang luas berkaitan dengan penilaian
risiko sebagai berikut :

“(1) Keberadaan atau keterjadian, merupakan asersi yang berkaitan dengan
apakah aktiva, kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca
benar-benar ada pada tanggal neraca serta apakah pendapatan dan
beban yang tercantum dalam laporan rugi laba benar-benar terjadi
selama periode akuntansi.

(2)Kelengkapan, yang menyatakan bahwa semua transaksi dan akun,
yang selayaknya ada dalam laporan keuangan semuanya memang
dimasukkan.

(3) Hak dan kewajiban, merupakan asersi manajemen yang berhubungan
dengan apakah aktiva memang menjadi hak perusahaan dan hutang
menjadi kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.

(4) Penilaian dan alokasi, merupakan asersi yang menyangkut apakah
aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan atau beban telah dimasukkan
ke dalam laporan keuangan dengan angka-angka yang benar.

(5) Penyajian dan pengungkapan, merupakan asersi yang menyangkut
apakah komponen-komponen dalam laporan keuangan
diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan sepantasnya.”

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
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COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (control
activities) sebagai berikut :
“Control activities are the actions established through policies and
procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks
to the achievement of objectives are carried out. Control activities are
performed at all levels of the entity, at various stages within business
processes, and over the technology environment. They may be preventive
or detective in nature and may encompass a range of manual and
automated activities such as authorizations and approvals, verifications,
reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties
is typically built into the selection and development of control activities.

Where segregation of duties is not practical, management selects and
develops alternative control activities.”

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah
tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-
prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk
mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian
dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis,
dan atas lingkungan teknologi.

Arens dan Loebbecke scbagaimana diadaptasi oleh Jusuf (2003:263)
menyebutkan bahwa:“Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur,
selain dari empat komponen yang lain, yang dibuat manajemen untuk memenuhi
tujuannya.”

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan
dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi
kegiatan yang berbeda, seperti : otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi
kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi.COSO (2013:7)
menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas

pengendalian yaitu sebagai berikut :
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“I.

The organization selects and develops control activities that contribute
to the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable
levels.

The organization selects and develops general control activities over
technology to support the achievement of objectives.

The organization deploys control activities through policies that
establish what is expected and procedures that put policies into
action.”

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang

mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi yaitu :

1.

Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang
berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat
yang dapat diterima.

Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum
atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.

Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-
kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-prosedur
yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik(SPAP)(IAI, 2001:Seksi

319), bahwa prosedur pengendalian dapat dikelompokkan ke dalam prosedur yang

bersangkutan dengan hal-hal berikut :

“(1) Otorisasi yang semestinya atas transaksi dari kegiatan.
(2) Pemisahan tugas yang dapat melakukan dan sekaligus menutupi

kekeliruan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari.
Oleh sebab itu, tanggung jawab untuk memberikan otorisasi transaksi,
mencatat transaksi, dan menyimpan aktiva perlu dipisahkan di tangan
karyawan yang berbeda.

(3) Perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

untuk membantu pencatatan secara semestinya transaksi dan peristiwa.

(4) Pengamanan yang cukup atas akses dan penggunaan aktiva perusahaan

dan catatan.

(5) Pengecekan secara independen atas pelaksanaan dan penilaian yang

2

semestinya atas jumlah yang dicatat........
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Faktor pertama, yaitu prosedur otorisasi yang memadai. Di dalam
organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki
wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di
dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk
otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

Pemisahan tugas yang memadai. Faktor kedua ini berkaitan dengan
struktur organisasi yang merupakan rerangka pembagian tugas kepada unit-unit
organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok
perusahaan. Misalkan, pembagian tugas di dalam perusahaan ini didasarkan pada
prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Pemisahaan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi

2) Pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi penyimpanan aktiva yang
bersangkutan

3) Pemisahaan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi

Tujuan pokok pemisahan tugas ini adalah untuk mencegah dan untuk
dapat dilakukannya deteksi atas kesalahan dan ketidakberesan tugas yang
dibebankan kepada seseorang.

Faktor ketiga sebagaimana dikemukakan di atas berkaitan dengan
perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup memadai. Seperti
telah disebutkan di atas, setiap transaksi di dalam organisasi hanya terdiri atas
dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya
transaksi tersebut oleh karena itu, di dalam organisasi tersebut harus dibuat
prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media
yang digunakan untuk merekap penggunaan wewenang guna memberikan

otorisasi terlaksananya transaksi di dalam organisasi atau perusahaan-perusahaan.
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Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna
mengawasi pelaksanaan otorisasi tersebut.
Dalam perancangan dokumen dan catatan, unsur pengendalian intern yang
harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut :
1) Perancangan dokumen bernomor urut tercetak
2) Pencatatan transaksi harus dilakukan pada saat transaksi terjadi, atau segera
setelah transaksi terjadi.
3) Perancangan dokumen dan catatan harus cukup sederhana untuk menjamin
kemudahan dalam pemahaman terhadap dokumen dan catatan tersebut
4) Sedapat mungkin dokumen dirancang untuk memenuhi berbagai keperluan
sekaligus
5) Perencanaan dokumen dan catatan yang mendorong pengisian data dengan
benar
Pengendalian fisik atas aspek kekayaan dan catatan. Faktor keempat ini
berkaitan dengan cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan
yaitu dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Sebagai contoh, penggunaan
gudang untuk menyimpan persediaan akan melindungi persediaan dari
kemungkinan kerusakan dan pencurian. Perlindungan fisik juga diperlukan untuk
catatan dan dokumen. Pembuatan kembali catatan yang rusak akan memerlukan
biaya yang besar dan waktu yang banyak. Dengan demikian, perusahaan akan
lebih baik mengeluarkan biaya untuk perawatan dan penjagaan catatan dokumen
daripada biaya untuk penggantian.
Pengecekan secara independen atas kinerja. Faktor kelima ini berkaitan
dengan struktur pengendalian intern yang cenderung mengalami perubahan karena

waktu yang berubah. Oleh karenanya, diperlukan penelaahan secara terus menerus

28



terhadap unsur-unsur struktur pengendalian intern, guna menjamin bahwa setiap
karyawan perusahaan melaksanakan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini. diperlukan pengecekan secara independen terhadap kinerja
karyawan. Cara yang paling murah biayanya adalah dengan pemisahan fungsi
otorisasi transaksi. Fungsi penyimpangan dan fungsi akuntansi. Pemisahaan
fungsi ini secara tegas akan secara otomatis menciptakan verifikasi independen
terhadap pelaksanaan masing-masing fungsi dalam pelaksanaan suatu transaksi.
Jadi kunci pentingnya yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi intern ini
adalah independensi karyawan yang melaksanakan verifikasi tersebut.

Dengan demikian, prosedur pengendalian diperlukan untuk memantapkan
langkah dalam penerapan struktur pengendalian intern dalam perusahaan yang
melengkapi pembentukan lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang
berlaku dalam perusahaan.

Menurut Arens dan Loebbecke sebagaimana diadaptasi oleh Jusuf
(2003:263), kebijakan dan prosedur dalam suatu satuan usaha dapat dipecah
menjadi lima kategori, yaitu:

“(1) Deskripsi pekerjaan, merupakan alasan untuk tidak mengizinkan orang
yang kadang-kadang atau secara permanen memegang aktiva untuk
mencatat aktiva tersebut untuk melindungi perusahaan dari
penggelapan.

(2) Pengesahan transaksi, di mana setiap transaksi harus diotorisasi
dengan pantas.

(3) Eksistensi catatan, di mana dokumen-dokumen yang menjadi
penghantar informasi ke seluruh bagian organisasi klien dan antar
organisasi yang berbeda tersedia secara memadai.

(4) Pengamanan aset perusahaan, merupakan upaya perlindungan untuk
mengamankan aktiva dan catatan transaksi.

(5) Pengendalian prosedur, merupakan suatu pengecekan independen atas

verifikasi intern.”

4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication)
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COSO (2013:5)menjelaskan mengenai komponen informasi dan
komunikasi (information and communication) dalam pengendalian internal
sebagai berikut :

“Information is necessary for the entity to carry out internal control

responsibilities to support the achievement of its objectives. Management

obtains or generates and uses relevant and quality information from both
internal and external sources to support the functioning of other
components of internal control. Communication is the continual, iterative
process of providing, sharing, and obtaining necessary information.

Internal communication is the means by which information is disseminated

throughout the organization, flowing up, down, and across the entity. It

enables personnel to receive a clear message from senior management
that control responsibilities must be taken seriously. External
communication is twofold: it enables inbound communication of relevant

external information, and it provides information to external parties in
response to requirements and expectations.”

Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO di atas, bahwa informasi sangat
penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian
internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang
diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang
berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk
mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal.
Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak
internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan
berbagi. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk
memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu.

COSO (2013:7) selanjutnya menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam
organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai
berikut :

“l. The organization obtains or generates and uses relevant, quality
information to support the functioning of internal control.
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The organization internally communicates information, including
objectives and responsibilities for internal control, necessary to support
the functioning of internal control.

The organization communicates with external parties regarding matters
affecting the functioning of internal control.”

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang

mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal

yaitu :

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi

yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi

pengendalian internal.

2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk

tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka

mendukung fungsi pengendalian internal.

3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang

mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

Khusus berkenaan dengan informasi akuntansi, menurut Arens dan

Loebbecke seperti diadaptasi oleh Jusuf (2003:127), indikator-indikator dari

informasi
66( 1 )
(2)

3)
“)
)
(6)

dan komunikasi terdiri dari :

Eksistensi, yang menunjukkan apakah angka-angka yang dimasukkan
dalam laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.
Kelengkapan, merupakan angka-angka transaksi yang seharusnya
dimasukkan dan diikutsertakan secara lengkap serta
mempertimbangkan materialitas dan biaya.

Akurasi, yakni mengacu kepada jumlah yang dimasukkan dengan
jumlah yang benar.

Klasifikasi, bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah
diklasifikan dengan tepat.

Tepat waktu, di mana pencatatan transaksi dicatat pada tanggal yang
tepat.

Posting pengikhtisaran, di mana transaksi yang tercatat secara tepat
dimasukkan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.”

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Acivities)
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COSO (2013:5)menjelaskan mengenai komponen aktivitas pemantauan
(monitoring activities) dalam pengendalian internal sebagai berikut :

“Ongoing evaluations, separate evaluations, or some combination of the
two are used to ascertain whether each of the five components of internal
control, including controls to effect the principles within each component,
is present and functioning. Ongoing evaluations, built into business
processes at different levels of the entity, provide timely information.
Separate evaluations, conducted periodically, will vary in scope and fre-
quency depending on assessment of risks, effectiveness of ongoing
evaluations, and other management considerations. Findings are
evaluated against criteria established by regulators, recognized standard-
setting bodies or management and the board of directors, and deficiencies
are communicated to management and the board of directors as
appropriate”

Memperhatikan rumusan yang dikemukakan COSO di atas, bahwa
aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk
apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang
digunakan untuk untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen
pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada
dan berfungsi. Evaluasi berkesinambungan (terus menerus) dibangun ke dalam
proses bisnis pada tingkat yang berbeda dari entitas guna menyajikan informasi
yang tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi
dalam lingkup dan frekuensi tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi
yang sedang berlangsung, dan pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan
dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-
lembaga pembuat standar yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan
kekurangan-kekurangan yang ditemukan dikomunikasikan kepada manajemen
dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja

pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya

dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan
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perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang
semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun
pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, guna menentukan apakah
pengendalian intern beroperasi sebagaimana yng diharapkan dan untuk
menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan
perubahan keadaan yang selalu dinamis.

Menurut Arens dan Loebbecke sebagaimana diadaptasi oleh Jusuf
(2003:54) menyebutkan bahwa, aktivitas pemantauan berkaitan dengan hal-hal
berikut ini:

“(1) Frekuensi penilaian aktivitas, merupakan tingkat keseringan dari
kegiatan penilaian aktivitas.

(2) Fungsi internal audit, yakni efektif atau tidaknya fungsi dari internal
audit yang ditandai dengan adanya dukungan kompetensi, integritas dan
objektivitas.

(3) Saran dari akuntan, di mana tanggung jawab untuk menentukan
kebijakan akuntansi yang sehat dan terlaksananya struktur pengendalian
intern dengan baik serta tersajinya laporan keuangan yang wajar
terletak pada manajemen, bukannya auditor. Namun demikian, auditor
berkewajiban memberikan saran-sarannya.

(4) Rekonsiliasi laporan, merupakan rekonsiliasi secara periodik antara
fisik aktiva dengan catatan-catatan atau perkiraan-perkiraan buku besar.

(5) Stock opname, merupakan pemeriksaan secara tiba-tiba dengan maksud
untuk melindungi atau mengamankan aktiva dan catatan.

(6) Rancangan struktur pengendalian intern, merupakan penelaahan yang
hati-hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain, yaitu:
pemisahan tugas yang cukup, otorisasi yang pantas atas transaksi dan
aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, serta pengendalian fisik
atas aktiva dan catatan.”

Secara ringkas dapat dikatakan bawha pemantauan dilakukan untuk
memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara
memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan
dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih
baik.

2.1.1.4 Keterbatasan Pengendalian Internal
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Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah
mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk
dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian intern mempunyai
keterbatasan-keterbatasan.

COSO (2013:9) menjelaskan mengenai keterbatasan-keterbatasan
pengendalian internal sebagaimana yang dirumuskan dalam Internal Control
Integrated Framework sebagai berikut :

“The Framework recognizes that while internal control provides
reasonable assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do
exist. Internal control cannot prevent bad judgment or decisions, or
external events that can cause an orgamization to fail to achieve its
operational goals. In other words, even an effective system of internal
control can experience a failure. Limitations may result from the:

1. Suitability of objectives established as a precondition to internal
control.

2. Reality that human judgment in decision making can be faulty and
subject to bias.

3. Breakdowns that can occur because of human failures such as simple
errors.

4. Ability of management to override internal control.

5. Ability of management, other personnel, and/or third parties to
circumvent controls through collusion.

6. External events beyond the organization’s control.

Berdasarkan uraian COSO, bahwa pengendalian internal tidak bisa
mencegah penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat
menyebabkan sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya.
Dengan kata lain, bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat
mengalami kegagalan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa keterbatasan-keterbatasan yang ada
mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat

untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengambilan
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keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kesalahan/kegagalan manusia sebagai
pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian
internal, kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak ketiga untuk
menghindari kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar
kendali organisasi.
Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern
sebagaimana dikemukakan oleh Mulyadi (2003:181) yaitu:
“(1)Kesalahan dalam pertimbangan

(2)Gangguan

(3)Kolusi

(4)Pengabaian oleh manajemen

(5)Biaya lawan manfaat”.

Pendapat Mulyadi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
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1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personil lain dapat salah dalam mempertimbangkan
keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak
memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel
secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena tidak adanya
perhatian, atau karena kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau
permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula
mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi (collusion)

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan
kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern
yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya
ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang
dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan
untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi
keuangan yang berlebihan, atau ketaatan semu. Contohnya adalah manajemen
melaporkan laba yang tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus
lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketaatannya terhadap peraturan

perundangan yang berlaku.
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5. Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasi pengendalian intern tidak boleh
melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena
pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin
dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara
kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu
pengendalian intern.

Selanjutnya menurut Susanto (2004:117),ada beberapa keterbatasan dari
pengendalian internal, yaitu:

“(1) Kesalahan (Error)

(2) Kolusi (Collusion)

(3) Penyimpangan Manajemen
(4) Manfaat dan biaya”

Keterbatasan-keterbatasan menurut Susanto diatas dapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Kesalahan (Error), di mana kesalahan timbul ketika karyawan melakukan
pertimbangan yang salah atau perhatianya selama bekerja terpecah.

2. Kolusi (Collusion), di mana kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan
berkonspirasi untuk melakukan pecurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.

3. Penyimpangan manajemen, yakni karena manajer suatu organisasi memiliki
lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian
efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.

4. Manfaat dan biaya, berhubungan dengan konsep jaminan yang meyakinkan
atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian intern tidak
melebihi manfaat yang dihasilkan. Pengendalian yang masuk akal adalah
pengendalian yang memberi manfaat lebih tinggi dari biaya yang

dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut.
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Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa adanya keterbatasan-keterbatasan
tersebut dapat menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan sistem pengendalian
yang direncanakan. Namun demikian, dalam penerapan sistem pengendalian
internal diharapkan semua kemungkinan akan terjadinya kesalahan atau
penyelewengan dapat dikurangi atau dicegah dan apabila terjadi, maka dengan
segera diketahui penyebabnya dan segera pula di atasi.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pengendalian intern memiliki
keterbatasan yang dapat menghambat terciptanya pengendalian. Oleh karena
itu,pengendalian internal terutama bukanlah untuk mencari kesalahan yang ada,
melainkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan
sehingga dapat diketahui dan di atasi dengan cepat.

2.1.2 Efektivitas Pembiayaan Mudharabah

2.1.2.1 Pengertian Efektivitas
Efektivitas dalam pengertian yang sifatnya umum, adalah tingkat
pencapaian suatu tujuan. Dalam teori organisasi, Robbins (2007:20) mengatakan
bahwa, “effectiveness could be defined as the degree to which an organization
realized its goals”, dalam hal ini effectivenessmerupakan tingkat pelaksanaan
berbagai tujuan, mencerminkan sumbangan yang diberikan kepada organisasi.
Konsep “effectiveness” dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai tindakan
yang dilakukan oleh pimpinan.
Pearce Il dan Robinson Jr. (2000:78) mengatakan bahwa:
“Effectiveness refers to the successful achievement of organizational goals.
Thus effectiveness has been described as a measure of whether managers
are “doing the right things” whereas efficiency gauges the extent to which
managers are ‘“‘doing things right”. A company is effective when it achieves

its objectives. When it fails to achieves its objectives because they were
poorly chosen, the plan for achieving them was poorly designed or executed,
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or the hostility of the competitive environment was greater than the company
had anticipated, the firm is ineffective”.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dari segi tujuannya, efektivitas
dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan.

Pada konteks pengendalian internal, seperti dikemukakan olehTunggal
(2000:115)di mana pengertian efektivitas sebagai berikut : "Efektivitas adalah
bagaimana suatu kebijakan atau prosedur pengendalian intern diterapkan,
konsistensi penerapannya oleh siapa dan prosedur tersebut dilaksanakan".

Tunggal (2000:115)selanjutnya menyatakan bahwaefektivitas adalah

ukuran keluaran (measure of output) yang dapat digambarkan sebagai berikut:

TUIUAMN

I

EFEKTIWIT AS

i

HASIL YAMNG
DICARAI

Gambar 2.2 Efektivitas adalah Ukuran Keluaran
Sumber: Tunggal, Amin Widjaja, 2000:115
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Efektivitas didasarkan sejauh mana tujuan suatu organisasi dapat dicapai,
efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam
mencapai target yang telah ditetapkan. Dikaitkan dengan pengendalian internal,
maka untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian intern atas suatu
satuan usaha perlu dilaksanakan pengujian kebijakan dan prosedur pengendalian
intern yang relevan.
2.1.2.2 Pembiayaan di Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank
konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya
kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank
syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian
pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk komsumsi.

Menurut Muhammad (2005:17)disebutkan bahwa:“Pembiayaan atau
financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga”.

Sedangkan menurut Kasmir(2003:92) disebutkan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi
hasil”.
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Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disebutkan mengenai pengertian
pembiayaan sebagai berikut :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau
kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya,
yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasai pokok
pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad diserta
pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan
yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.”

Di sisi lain, menurut Karim (2006:160) adalah sebagai berikut:
“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas
yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit
unit”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
pembiayaan adalah suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang
membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktivitas yang produktif sehingga
anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah menurut Muhammad(2005:22)
adalah sebagai berikut:

“l. Pembiayaan menurut tujuan, yang dibedakan menjadi:
a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu, yang dibedakan menjadi:
a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan
dengan waktu lebih dari 5 tahun.”
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Menurut Karim (2006:231), pembiayaan syariah dapat digolongkan

menjadi enam pembiayaan yaitu :

661.

Pembiayaan modal kerja syariah, adalah pembiayaan jangka pendek
yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal
kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan
modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

. Pembiayaan investasi syariah, adalah penanaman dana dengan maksud

memperoleh imbalan atau manfaat atau keuntungan dikemudian hari.

. Pembiayaan konsumtif syariah, adalah jenis pembiayaan yang diberikan

untuk tujuan diluar usaha umumnya bersifat perorangan.

. Pembiayaan sindikasi, adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih

dari satu lembaga keuangan bank untuk obyek pembiayaan tertentu.

. Pembiayaan berdasarkan take over, adalah membantu masyarakat untuk

mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi
yang sesuai dengan syariah.

. Pembiayaan /etter of credit, adalah pembiayaan yang diberikan dalam

rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.”

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan Bank Syariah. Tujuan

pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder,

(para pemangku kepentingan) yakni:

I.

Dari

Pemilik

sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan

memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada Bank tersebut.
Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari Bank yang

dikelolanya.

3. Masyarakat

a. Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang

diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan
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Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna
menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan
barang yang diinginkan (pembiayaan konsumtif).

c. Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan
pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak
penghasilan atas keuntungan yang diperoleh Bank dan juga perusahaan-
perusahaan)

Bank

Bagi Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan
Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan
dan meluas jaringan usahanya, sehingga banyak masyarakat yang dapat
dilayaninya.

Selanjutnya ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh

Bank Syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:

1.

Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan
deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaanya
oleh Bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha
menikmati pembiayaan dari Bank untuk memperluas atau memperbesar
usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk
usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada asasnya melalui

pembiayaan terdapat suatu wusaha peningkatan produktivitas secara
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menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di Bank (yang diperoleh

dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha

yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi
masyarakat.

. Meningkatkan daya guna barang

a. Produsen dengan bantuan pembiayaan Bank dapat memprodusir bahan
mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan mentah tersebut
meningkat.

b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari
suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih brmanfaat.
Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari suatu daerah ke
daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya
meningkatkan wutility barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut
tidaklah dapat di atasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh
karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari Bank berupa
pembiayaan.

. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek,

bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran
uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan
menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan

bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
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4. Menimbulkan kegairahan berusaha
Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari Bank digunakan untuk
memperbesar volume usaha dan produkivitasnya. Ditinjau dari hukum
permintaan dan penawaran, maka terhadap segala macam dan ragamnya
usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai
melakukan penawaran. Selanjutnya timbullah efek kumulatif oleh semakin
besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan
kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa
meningkatkan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi
Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya
diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:
a. pengendalian inflasi
b. peningkatan ekspor
c. rehabilitasi prasarana
d. pemenuhan kebutuahan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus

inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembanguan ekonomi maka
pembiayaan Bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha
meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila
keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata
dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan
berlangsung terus menerus. Dengan pandapatan yang terus meningkat berarti

pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang
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disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan

menghasilkan pertambahan devisa negara.

7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam

negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju

organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke

seluruh pelosok dunia, demikian juga beberapa negara maju lainnya.

2.1.2.3 Pembiayaan Mudharabah

Pengertian mudharabah menurut Antonio (2001:95) adalah sebagai

berikut: “Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana

pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

pihak lainnya menjadi pengelola”.

Muhammad (2005:102) menyebutkan bahwa dalam figih muamalah,

definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh

beberapa ulama madzhab, sebagai berikut :

661'

Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian
untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu
pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

. Madzhab Maliki menamai mudharabah sebagai: penyerahan uang

dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada
seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan
imbalan sebagian dari keuntungannya.

. Madzhab Syafi’i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal

menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam
suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik antara
keduanya.”

MenurutKarim (2006:205), dinyatakan pengertian mudharabah sebagai

berikut :

“Secara teknis mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan
kongsi usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung
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jawab atas pengelolaan usaha di mana keuntungannya dibagikan sesuai
dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama.”

Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah
yaitu akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan
kepercayaan kepada pihak kedua di dalam pengelolaan dana yang dimilikinya
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Adapun rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

2. Ijab dan Qabul.

Ijab dan Qabul memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ijab dan Qabul itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan
kegiatan mudharabah.

b. Ijab dan Qabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai
dan diketahui oleh pihak kedua.

c. ljab dan Qabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan
keinginan pihak kedua.

3.  Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha).

Para pihak penyedia dana dan pengusaha disyaratkan:

a. Cakap bertindak hukum secara syar’i. Artinya penyedia dana memiliki
kapasitas menjadi pemodal dan pengusaha memiliki kapasitas menjadi
pengelola.

b. Memiliki kewenangan mewakilkan/memberi kuasa dan menerima
pemberi kuasa, karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal
kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa
untuk mengolah modal tersebut.

4.  Adanya Modal.

Adapun modal disyaratkan:
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1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah
pihak pada waktu dibuatnya akad mudharabah sehingga tidak
menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan
jumlah.

2) Harus berupa uang bukan barang.

3) Uang bersifat tunai bukan hutang.

5. Adanya Usaha.
Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya syafi’i dan
maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang.

6. Adanya Keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan bahwa:

1) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah
modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah
dipotong besarnya modal.

2) Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah
nominal, karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti pihak
penyedia dana telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang
belum jelas untung dan ruginya.

3) Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase. Penentuan persentase
tidak harus terikat pada bilangan tertentu, artinya jika nisbah bagi hasil
tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami
bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama.

2.1.2.4 Jenis-Jenis dan Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Jenis-jenis mudharabah menurut Antonio (2001:97)adalah sebagai berikut:
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“l. Mudharabah Muthlaqoh, adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal
dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh
spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. Mudharabah Mugayyadahatau disebut juga dengan istlah restricted
mudharabah specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah
muthlagah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau
tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan
kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia
usaha.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan
pendanaan. Menurut Antonio (2001:97) dijelaskan sebagai berikut :

“Pada sisi penghimpun dana, mudharabah diterapkan:

1. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan
khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan deposito biasa.

2. Deposito spesial di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk
bisnis tertentu misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan:

1. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa

2. Investasi khusus disebut juga mudharabah mugayyadah di mana sumber

dana khusus dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul
maal.”

Manfaat mudharabah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha
nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha Bank
sehingga Bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas
usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal,
aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar
terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap di

mana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga
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tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan
terjadi krisis ekonomi.

Selain ada manfaatnya mudharabah tidak terlepas dari suatu risiko. Risiko
yang terdapat dalam  mudharabah, terutama pada penerapannya dalam
pembiayaan, relatif tinggi di antaranya yaitu:

1. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut
dalam kontrak.

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.

3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.1.2.5 Pengukuran Efektivitas Pembiayaan Mudharabah

Pentingnya mengetahui efektivitas suatu pembiayaandi Bank Syariah
didasarkan pada keadaanbahwa sebagian besar asset Bank Syariah tertanam dalam
pembiayaan.Karena pembiayaan mempunyai sifat rawan seperti terjadinya
kemacetan  pembayaran, maka pembiayaan harus diamankan demi
mempertahankan kelangsungan Bank Syariah.

Proses pengamanan pembiyaan di Bank Syariah dimulai dari saat
pemberian pembiayaan kepada nasabah-nasabahnya yang sangat perlu
memperhatikan aspek-aspek teknik administratif. Menurut Muhammad(2005:43-
48), aspek-aspek administratif yang sangat perlu diperhatikan adalah sebagai
berikut:

“l. Permohonan Pembiayaan

Dalam permohonan pembiayaan berisi surat permohonan yang berisikan
jenis pembiayaan yang diminta nasabah, jangka waktu, berapa limit yang
diminta, serta sumber pelunasan berasal dari mana. Di samping itu, surat di
atas dilampiri dengan dokumen pendukung, antara lain: identitas pemohon,

legalitas (akta pendirian atau perubahan, Surat Keputusan Menteri,
perijinan-perijinan), bukti kepemilikan agunan jika diperlukan.
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2. Proses Evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, Bank Syariah tetap berpegang pada
prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil
analisis yang cermat dan akurat.

3.Pengambilan Keputusan

Setelah dilalui proses permohonan pembiayaan, dan proses evaluasi atau
sering disebut analisis pembiayaan maka diambil keputusan oleh komite
pembiayaan.”

Tindakan pengamanan dalam pengucuran pembiayaan tentu tidak terlepas
dari implementasi konsep dasar prudential banking (prinsip kehati-hatian) yang
diterapkan oleh setiap bank, termasuk di lingkungan Bank Syariah, yang secara
langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pengendalian internal dalam
organisasi bank. Tujuannya adalah agar kegiatan pembiayaan dapat mencapai
tingkat keefektifan yang diharapkan. Begitupun halnya dengan setiap pengucuran
dana atau pembiayaan mudharabah dilakukan dengan harapan pembiayaan
tersebut juga dapat efektif. Persoalannya, apa yang menjadi ukuran dari efektif
atau tidak efektifnya suatu pembiayaan di Bank Syariah itu.

Efektivitas pembiayaan sistem syariah dengan prinsip mudharabah
maupun prinsip pembiayaan yang laintercermin dari pemilik modal dan pengelola
modal (nasabah) itu sendiri. Syafar (2005:55) dalam studinyamenyatakan bahwa
efektivitas pembiayaan dari sisi pengelola modal (nasabah) dapat diukur
berdasarkan beberapa parameter, yaitu :

“l.  Prosedur pembiayaan yang menunjukkan kemudahan bagi calon
nasabah untuk memahaminya.

2. Persyaratan pembiayaan yang menunjukkan kesanggupan atau
kemudahan bagi calon nasabah pembiayaan untuk memenuhinya,
termasuk ada atau tidak adanya jaminan.

3. Waktu pencairan atau realisasi yang menunjukkan kecepatan bank
syariah untuk mewujudkan pembiayaan yang diajukan.

4. Lokasi bank yang menunjukkan kemudahan bagi nasabah untuk
mengakses sumber permodalan yang disediakan.

5. Dampak pembiayaan yang menunjukkan tingkat kemantapan
pembiayaan.”
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Sedangkan dilihat dari sisi pengelola modal, efektivitas pembiayaan bagi
hasil dengan prinsip mudharabah dan prinsip pembiayaan yang lainadalah dapat
diukur melalui penyaluran dana. Hal ini terkait dengan sejauh mana pihak pemilik
modal menyalurkan pembiayaan dengan sistem syariah, artinya semakin banyak
dana yang disalurkan, maka pembiayaan sistem syariah tersebut semakin efektif.

Penelitian ini mengacu pada efektivitas pembiayaan pada konteks internal
bank, sehingga mencerminkan tujuan-tujuan yang diharapkan bank dengan
pengelolaan pembiayaan mudharabah tersebut, terutama kaitannya dengan
nasabah sebagai pemanfaat pembiayaan tersebut. Pengukuran efektivitas
pembiayaan ini sebagaimana yang digunakan oleh Syafar (2005:56) dalam
studinya menggunakan beberapa ukuran dengan cara melihat kemantapan
prosedur pembiayaan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat
diterima dan mampu menjangkau secara luas.

2. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas
prosedur pembiayaan yang dijalankan.

3. Frekuensi pinjaman/pembiayaan nasabah, sebagai tingkat keseringan
nasabah dalam mengambil pembiayaan.

4. Frekuensi tunggakan, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam
menunggak pembayaran dalam suatu proses peminjaman/pembiayaan.

5. Pelayanan pembiayaan, sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan,
mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Terhindarnya bank dari pembiayaan bermasalah atau kredit macet juga
sangat tergantung dari efektivitas pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, agar
analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan baik, maka prosedur pembiayaan
perlu dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan menerapkan pengendalian
internal.

Jika dilihat dari segi ketidakefektifannya, menurut Ascarya dan

Yumanita yang dimuat dalam Jurnal Perbankan Syariah (2005:23), dikatakan
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“Beberapa pakar telah mengidentifikasi sumber-sumber penyebab tidak
efektifnya pembiayaan sistem syariah yang dapat dilihat dari empat aspek, yaitu
; 1) Internal lembaga keuangan syariah, 2) Nasabah, 3) Regulasi dan 4)
Pemerintah dan institusi lain.”

Adapun rincian aspek-aspek yang mempengaruhi ketidak-efektifan

pembiayaan di Bank Syariah dimaksud diperlihatkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Aspek-aspek yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Pembiayaan Sistem
Syariah
No. Aspek Masalah Utama
1 2 3
1 Internal c. Kualitas sumber daya insani (SDI) yang belum memadai
lembaga untuk menangani, memproses, memonitor, menyelia dan
keuangan mengaudit beberapa proyek syariah.
Syariah d. Lembaga Keuangan syariah belum dapat menanggung

risiko besar, karena belum memiliki bentuk keahlian yang
dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia bagi
hasil.

e. Kompetisi ketat dengan bank konvensional memaksa bank
syariah harus menyediakan pembiayaan alternatif yang
berisiko lebih kecil.

f. Tidak dapat membiayai proyek jangka panjang, karena
rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurangnya
pengalaman dan keahlian SDI, dan kurangnya penggunaan
dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu lama.

g. Tidak dapat membiayai usaha kecil, karena tidak adanya
personal guarantee maupun collateral.

2 | Nasabah a. Sebagian nasabah penyimpan/peminjam bersifat risk
averse, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi
dan sudah terbiasa dengan sistem bunga.

b. Moral hazard, karena pengusaha enggan menyampaikan
laporan keuangan/laba yang sebenarnya untuk menghindar
pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang
sebenarnya.

c. Permintaan pembiayaan masih kecil dari nasabah.

3 | Regulasi a. Kurangnya dukungan dari regulator, karena tidak
melakukan inesiatif-inesiatif untuk mengadakan perubahan-
perubahan peraturan dan institusional yang diperlukan
untuk mendukung bekerjanya sistem perbankan dengan
baik.

b. Tidak adanya institusi pendukung untuk mendorong
penggunaan bagi hasil.

c¢. Tidak adanya prosedur operasional yang seragam.
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No. Aspek Masalah Utama

[N

2 3

4 | Pemerintah | a. Tidak ada kebijakan pendukung yang mendorong
penggunaan pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek
pemerintah.

b. Perlakuan pajak yang tidak adil, yang memperlakukan
keuntungan sebagai objek pajak sedangkan bunga bebas
dari pajak.

c. Pasar sekunder instrumen keuangan syariah belum ada,
sehingga menyulitkan bank untuk menyalurkan atau
mendapatkan akses likuiditas.

Sesuai konteks penelitian ini, maka ukuran efektivitas pembiayaan yang
digunakan adalah yang melihat dari segi kemantapan prosedur pembiayaan
mudharabah tersebut, yang dapat diukur dengan jumlah nasabah, keragaman mata
pencaharian nasabah, frekuensi pinjaman/pembiayaan nasabah, frekuensi
tunggakan, dan pelayanan pembiayaan.

2.1.3 Hubungan Pengendalian Internal dengan Efektivitas Pembiayaan

Mudharabah pada Bank Syariah

Setiap organisasi termasuk organisasi perbankan dalam melaksanakan
operasinya tentu memerlukan pengendalian. Bentuk dan luasnya pengendalian
sangat tergantung pada kondisi dan kebutuhan organisasi tersebut. Pengendalian
tersebut diharapkan dapat menjamin kebijakan dan pengarahan-pengarahan
manajemen dengan cukup memadai. Manajemen dalam perusahaan skala
menengah dan besar yang berada cukup jauh dari operasi, dan penyeliaan
karyawan secara pribadi menjadi tidak mungkin. Sebagai penggantinya,
manajemen harus tergantung pada beragam teknik pengendalian untuk
mengimplementasikan keputusan dan mencapai tujuan-tujuannya serta untuk
mengatur aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya.Alat pengendalian

yang dapat diterapkan antara lain berupa pengendalian internal (internal control).
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Di dalam operasional bank, setidaknya terdapat tiga risiko yang dihadapi
oleh perbankan yaitu :

1. Risiko kredit atau pembiayaan, yaitu kerugian yang diakibatkan oleh
kegagalan (default) debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian kredit.

2. Risiko pasar, yaitu risiko kerugian dalam portofolio yang diakibatkan oleh
fluktuasi tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, fluktuasi harga komoditif
dan fluktuasi harga saham.

3. Risiko operasional, yaitu risiko kerugian yang langsung maupun tidak
langsung diakibatkan oleh kegagalan atas proses-proses operasional yang
kurang memadai. Bentuknya antara lain : risiko human fraud, risiko teknologi
informasi, risiko operasional kredit atau risiko pembiayaan pada Bank
Syariah, dan risiko operasional non kredit atau non pembiayaan.

Risiko  operasional  sering  terjadi  akhir-akhir  ini,  yang
diakibatkan kegagalan internal perusahaan dalam menerapkan sistem
pengendalian internalnya. Dengan adanya risiko yang terjadi, tentu banyak
kerugian-kerugian yang menghambat kinerja bank. Untuk itu perlu dan
pentingnya pengendalian internal diterapkan dalam kegiatan operasional bank.

Guy, et.al (2002:72) yang diterjemahkan oleh Sugiyarto menyatakan
mengenai pentingnya pengendalian internal dalam mengendalikan setiap aktivitas
perusahaan sebagai berikut: “Pengendalian internal adalah alat untuk
mengendalikan aktivitas entitas guna membantu menjamin bahwa aktivitas-

aktivitas yang dilakukan pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.”
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John (2012:2) dalam artikelnya tentang “Importance of Internal Control
in Banks” menyatakan pentingnya pengendalian internal dalam operasi bank
sebagai berikut :

“Banks must take risks to make money because they have to generate
returns to remain profitable and every kind of investment exposes the them
to some kind of risk. However, some investments are riskier than others and
internal controls prevent a bank from becoming over extended in one high-
risk venture.”

Di lingkungan perbankan nasional khususnya, maka Bank Indonesia pada
saat ini telah melakukan penyempurnaan sistem pengawasan bank, dari system
compliance (ketaatan pada regulasi) menjadi pengawasan risiko (risk base
supervision). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan sejak dini
pada bank. Selama ini Bank Indonesia (BI) melakukan pengawasan reaktif, yakni
berdasarkan peraturan saja, sehingga jika ada permasalahan di sebuah bank baru
akan diketahui kemudian. Penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengawasan ini
merupakan salah satu agenda pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi
melalui kebijakan perbankan. Pemberdayaan yang dimaksud meliputi empat
aspek, yakni rekapitalisasi bank-bank,restrukturisasi  kredit perbankan,
pengembangan infrastruktur perbankan dan penyempurnaan fungsi pengawasan.
Agenda reformasi perbankan nasional ini sejalan dengan harapan Bank Indonesia
yang terus mendorong agar bank-bank nasional mampu melaksanakan sistem
pengendalian internal bank yang baik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 5/22/DPNP tanggal 29 September
2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum,
juga menegaskan sebagai berikut : (Bank Indonesia, 2003:1-2)

“Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan komponen
penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan
operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang

efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin
tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya,
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meningkatkan ketaatan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian,
penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.”

Bank Indonesia (2003:2) juga menegaskan pentingnya pengendalian

internal dalam operasi bank-bank nasional sebagai berikut :

“Sistem Pengendalian Intern perlu mendapat perhatian Bank, mengingat
bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha Bank adalah
adanya berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Bank, antara lain:

I.

Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari
pengurus Bank dan kegagalan dalam mengembangkan budaya
pengendalian intern pada seluruh jenjang organisasi;

Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko
dari kegiatan operasional Bank;

Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan
operasional Bank, seperti pemisahan fungsi, otorisasi, verifikasi dan
kaji ulang atas risk exposure dan kinerja Bank;

Kurangnya komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi
Bank, khususnya informasi di tingkat pengambil keputusan tentang
penurunan kualitas risk exposure dan penerapan tindakan perbaikan;
Kurang memadai atau kurang efektifnya program audit intern dan
kegiatan pemantauan lainnya;

Kurangnya komitmen manajemen Bank untuk melakukan proses
pengendalian intern dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap
pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah
ditetapkan Bank.”

Pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik pada saat ini sudah

merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar di lingkungan perbankan,

bahkan hal tersebut merupakan pelaksanaan dari GCG (tata kelola bank yang

baik). Pelaksanaan tata kelola bank yang baik akan memungkinkan bank dapat

terhindar dari kerugian-kerugian seperti dikemukakan oleh Suherwana (2013)

dalam artikelnya berjudul “Kewenangan Bank Indonesia Terhadap Terjadinya

Kejahatan Perbankan” seperti dikutip berikut :

“Seiring seringnya terjadi kejahatan perbankan dan aneka ragamnya bentuk
kejahatan perbankan, maka untuk mencegah dan menimalisasikan hal
tersebut setidaknya bank-bank nasional harus menjalankan tata kelola
perbankan yang baik (GCG) yang mengedepankan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik juga termasuk di dalamnya prinsip kehati-hatian.
Disamping itu juga perlu ditingkatkan system pengawasan yang efektif
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terhadap dunia perbankan baik itu Bank Indonesia maupun pengawasan oleh
bank itu sendiri dalam menjalankan usahanya.”

Di dalam kegiatan pembiayaan ataupun kredit pada bank, bahwa
pemberian pembiayaan (dalam hal ini kredit pada bank konvensional) perlu
dikendalikan melalui kegiatan pengendalian internal kredit.Menurut Mulyono
(2007:463), pengendalian internal dalam kredit dimaksudkansebagai berikut:

1. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di
bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik untuk menghindarkan
penyelewengan-penyelewengan baik dari pihak ekstern bank maupun
intern bank.

2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di bidang
perkreditan

3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam pengelolaan dan
tata laksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya
rencana yang ada.

Secara khusus, adanya pengaruh pengendalian internal terhadap pembiayaan
mudharabah dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli, antara lain disebutkan oleh
Muhammad(2005:163)bahwa:

“Keterlibatan pejabat Bank Syariah dalam hal memantau dan mengawasi

jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan”.

Pendapat tersebut juga relevan dengan tujuan pengendalian internal
sebagaimana dikemukakan olehlkatan Akuntansi Indonesia(2001:319.2) yang
menjelaskan bahwa tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan

2. Efektivitas dan efisiensi operasi

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Teori-teori tersebut ditunjang dengan hasil studi-studi empiris sebelumnya
yang menunjukkan adanya pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas

operasional bank pada umumnya maupun efektivitas kredit / pembiayaan pada

khususnya. Misalnya, hasil studi Chasanah (2011:1) menyimpulkan :
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“Bahwa variabel pengendalian internal (X) yang terdiri atas lima variabel
bebas (X), yaitu lingkungan pengendalian (X1), penaksiran risiko (X2),
informasi dan komunikasi (X3), aktivitas pengendalian (X4) dan
pemantauan (X5) berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem pemberian
kredit investasi dan modal kerja (Y)pada PT. Bank “X” Cabang Malang.
Dari kelima variabel bebas tersebut, variabel yang paling dominan
berpengaruh terhadap efektivitas sistem pemberian kredit investasi dan
modal kerja pada PT. Bank “X” Cabang Malang adalah variabel
pemantauan (X5).”

Nopiyanti (2012:2) dalam studinya tentang efektivitas pembiayaan
murabahah pada Bank Syariah Mandiri sebagaimana dipublikasikan melalui
http://www.slideshare.net/SaKinatunNisSa/collectabilitas-pembiayaandenganjelas
menyatakan :

“Agar pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri
tepat sasaran dan berjalan efektif, maka diperlukan sistem pengendalian internal”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, penulis dapat pula mengambil
kesimpulan khususnya berkaitan dengan lingkup penelitian ini, bahwa kegiatan
operasional bank dalam pembiayaan mudharabah memerlukan dukungan dari
pelaksanaan pengendalian internal yang baik. Sesuai tujuan dan manfaat
pengendalian internal, maka pelaksanaan pengendalian internal dengan baik pada
Bank Syariah diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan khususnya
dalam pembiayaan mudharabah, dengan kata lain agar pembiayaan mudharabah
tersebut mencapai efektivitas yang diharapkan.

2.1.4 Studi-studi Sebelumnya
Berikut disajikan beberapa studi sebelumnya yang dapat digunakan sebagai

rujukan maupun pembanding dalam menganalisis masalah penelitian ini yaitu

sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan
1 2 3 4
John, A. Oladele, | “The Effect of Internal Control | Sistem pengendalian

2010, International

Internal Control

System (Sistem

internal yang efektif dan

Journal of System on Nigerian Pengendalian memadai diperlukan untuk
Accounting, Vol. Banks”, Internal), Fraud | mendeteksi dan mencegah
2(2), 2010, pp.123- Prevention kecurangan (fraud) dan
129 (Pencegahan efektivitas operasi
Kecurangan) perbankan khususnya di
Nigeria.

Karagiorgos, T., | Effectiveness Of Effectiveness of | Semua komponen
G. Drogalas, dan | Internal Control Internal Control | pengendalian internal
A. Dimou, 2012, | System In The System (Control | adalah vital untuk
JEL Greek Bank Sector | Environment, mencapai efektivitas
Classification: Risk Assessment, | pen gendalign intemal
M40. M41. M10 Control yang selanjutnya berakibat
’ ’ / Activities, pada pencapaian sukses
Greece, 2012, Information and | dan kelangsungan usaha

pp.1-11 Communication, perbankan.

Monitoring)

Ramachandran, | Effectiveness of Internal audit 1. Sumber daya  dan
J.. Ramaiyer S., | Internal Audit in effectiveness, kompetensi audiF int[ernal
dan 1.J. Kisoka, | Tanzanian Internal audit Eeer?;(?ﬁ)areuf};kﬁ;ﬁ?gﬁﬁ

2012, British Commercial Banks | resources and hternal.
Journal of Arts competencies, 2. Aktivitas-aktivitas audit
and Social Internal audit internal tidak
Sciences, Vol.8 activities, berﬁ)ﬂélgarllfhk . sjgniﬁksp
; terhadap etektivitas audit

No.I (2012), Internal audit imemaﬁ’
pp.32-44 l.evel of , 3. Tingkat interaksi dengan
interactions komite audit
with audit berpengaruh  signifikan
committees. terhadap efektivitas audit

internal.

4. Direkomendasikan agar
Bank-bank komersial
Tanzania mengelola
sistem pengendalian
internal  agar  dapat
beroperasi secara efektif
dan efisien sehingga
mampu berkontribusi
penting dalam
pembangunan dan
pertumbuhan  ekonomi
Tanzania.
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Peneliti Judul Variabel Kesimpulan
1 2 3 4
Ewa, U. Eko dan | The Impact of Banks®  Ability | 1. Desain  pengendalian
J. O. Udoayang, | Internal Control to  Investigate internal  berpengaruh
. . , positif dan signifikan
2010,International | Design on Banks Staff Fraud, terhad K

I rhadap emampuan
Journal of Ability To Internal  Control | yank untuk menyelidiki

Research in Investigate Staff Design, Life kecurangan staff.
Economics & Fraud, And Life Style, Fraud | 2. Deteksi kecurangap
Social Sciences, | Style And Fraud Detection berpengaruh ~ negatif
Vol. 2(2), Detection In ]t:rhadap kemampuan
. . ank untuk menyelidiki

February 2012, Nigeria kecurangan staff.
pp-32-43 . Pengendalian  internal
yang efektif dan efisien
diperlukan untuk
membendung fraud di

sektor perbankan.

. Direkomendasikan agar
bank-bank di Nigeria
harus memutakhirkan
serta memberi perhatian
serius terhadap desain
pengendalian internal.

Douglas, Nd. Internal Control Internal Secara umum Ecobank
Koranteng, 2011, | and its Control, Ghi‘nka kLtd telah
Master Thesis, Contributions To Organizational - 2 canat
. | ; pengendalian internal
Institute of Organizational Efficiency and dengan baik.
Distance Learning | Efficiency and Effectiveness Pengendalian  internal
- Kwame Effectiveness; A telah memberikan
Nkrumah Case Study Of kontrﬁb}lsi terhgdap
University of Ecolihw>y efektivitas dan eﬁ51ens¥
Science and - Ecobank Ghana Ltd, di
Limited mana dengan adanya
Technology, July, pengendalian  internal,
2011 maka kebijakan  dan
prosedur  pengendalian
dapat dipatuhi.
Amudo, Angela | Evaluation of Internal Control, . Pengendalian  internal

dan Eno L.
Inanga,

2009, International
Research Journal
of Finance and
Economics, Issue

Internal Control
Systems: A Case
Study from Uganda

Effectiveness and
Efficiency of
Operations,
Reliability of
Financial
Reporting,
Compliance with

. Pengendalian

pada proyek-proyek yang
dibiayai oleh African
Development Bank
Group (AfDB) masih
lemah.

internal
sangat penting untuk
mencapai efektivitas dan

27(2009) Laws, efisiensi dari proyek-
Regulations, proyek yang dibiayai
Policies and oleh perbankan.
Procedures.

Siayor, Anne Risk Management Risk . Manajemen risiko dan

Deladem, 2010, | and Internal Management, sistem pengendalian

Master Thesis, Control Systems in | Internal  Control internal  yang ada di

Tromse the Financial Sector | SYstems, perusahaan bahwa

sistem kontrol ini sangat
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University of the Norwegian Financial penting  dan  efektif,

Business School | Economy: A case Performance. karena memberikan

University of study of DnB NOR checks and balances
yang memadai di DnB

TI‘OII]SQ, ASA NOR ASA.

November 2010 . Manajemen risiko yang
kuat, sistem
pengendalian internal
dan strategi kredit yang
cukup baik memberikan
efek positif baik pada
kinerja maupun
profitabilitas perusahaan.

Byanguye, The Effectiveness Of | The Effectiveness Sistem Pengendalian

Moses, 2011, Internal Control Of Internal Intern memili}(i ?fek

Dissertation, Systems In Achieving | Control golsmf yang signifikan

Master Of galue For Mgi?ey In Syst.em:?m, f;ar/l;oﬁleeyrlwapal Value

Science In chool Facilities Achieving Semua konstruksi

A . Grant. The Case Of Value For Money .

ccounting And Kamuli District Local | In School Internal Sistem
Finance Of iy District Loca L .C_O_O Pengendalian (Kontrol
Makerore Government Facilities Grant. Lingkungan, Kegiatan
: ) Pengendalian, Penilaian
University, Risiko, Informasi dan
August, 2011 Komunikasi dan

Pemantauan) memiliki
hubungan positif yang
signifikan dengan Value
for Money pada
Pemerintah Daerah. Ini
berarti bahwa semakin
bagus ICS, semakin
bagus juga ICS dipatuhi,
besar kemungkinan
bahwa Pemda akan
mencapai Value for
Money.
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Peneliti Judul Variabel Kesimpulan
1 2 3 4
Mawanda, S. | Effects Of Internal | Internal 1. Sistem pengendalian
Pius, Control Systems On | Control, internal telah
2011,Master Financial Financial berfungsi meskipun
Thesis, Uganda | Performance In An | Performance belum optimal.

Martyrs
University.

Institution Of
Higher Learning In
Uganda : A Case Of
Uganda  Marytrs
University

2. Ada hubungan yang
signifikan antara
sistem pengendalian
internal dan kinerja
keuangan di lembaga
pendidikan tinggi.

Salehi,  Mabhedi,
Mahmoud M.
Shiri, dan Fatemeh
Ehsanpour, 2013,
IUP Journal of
Bank Management,
Vol. 12, No. 1,
January 2013, pp.
23-34

Effectiveness of
Internal Control in
the

Banking Sector:
Evidence from Bank

Mellat, Iran

Effectiveness of
Internal Control

Sistem  pengendalian
internal di sektor
perbankan sangat
efisien dalam mencegah
kejadian kecurangan
dan kesalahan

Handayani,
Annisa, 2012,
Skripsi, Surabaya:
Universitas Negeri
Surabaya

Sistem Pengendalian
Internal Dalam
Menunjang

Efektivitas Pemberian
Kredit Usaha Kecil

Sistem
Pengendalian
Internal,
Efektivitas
Pemberian Kredit

1. Sistem pengendalian
internal berpengaruh
positif terhadap

efektivitas pemberian
Kredit Usaha Kecil dan

dan Menengah Pada | Usaha Kecil dan 2 g/]gse; irllgah pengendalian
PT Bgnk Negara | Menengah internal yang baik dapat
Indonesia Tbk (BNI) mendukung tercapainya
Kanwil Surabaya pemberian kredit yang
efektif.
Marbun, Peranan Pengendalian I. Pengendalian internal
Anderson, 2006, | Pengendalian Internal, yang  efektif  telah
Skripsi, Bandung: | Internal Dalam | Efektivitas kmekmbanm meryaga
3 N ) ckayaan, = mendorong
Fakultas Ekonomi | Menunjang Sistem ketelitian dan keandalan
Universitas Efektivitas Sistem | Pemberian data akuntansi,
Widyatama Pemberian  Kredit | Kredit mendorong  dipatuhinya
Pada Usaha Kecil kebijakan ~ manajemen
dan telah ~membantu
dan Menengah fisiensi onal
. €11S1ens1 operasiona
(Studi Kasus pada KSP Artha Jaya.
Koperasi ~ Simpan 2. Pengendalian internal
Pinjam Artha Jaya telah menunjang
Sentosa Jakarta) pencapaian  efektivitas
pemberian kredit pada
usaha kecil dan
menengah.
Peneliti Judul Variabel Kesimpulan
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1 2 3 4
Dewi, Oktaviana | Pengaruh Efektivitas . Efektivitas sistem
L.K., 2011, | Efektivitas  Sistem | Sistem pengendalian  intern
Skripsi, Pengendalian Intern | Pengendalian berpengaruh  negatif
Semarang;: Terhadap Kualitas | Intern, Kualitas dan signifikan
Fakultas Ekonomi | Kredit Bank | Kredit terhadap kualitas
Universitas Perkreditan Rakyat kredit atau NPL (non
Diponegoro (BPR) di Kota Pati perfor ming loan). )
. Semakin baik
pengendalian intern,
maka semakin rendah
kredit bermasalah.
Rhamdani, R. | Pengaruh Audit | Audit . Pengendalian internal
Husnie, 2012, | Operasional dan | Operasional, secara parsial
Tasikmalaya: Pengendalian Intern | Pengendalian berpengaruh Signiﬁkaf}
Fakultas Ekonomi | Terhadap Efisiensi | Intern, Efisiensi terhadap efisiensi

Universitas Biaya Produksi | Biaya Produksi biaya produksi
o . . Audit operasional
Siliwangi (Survey padg ey parsial
Perusahaan Industri berpengaruh signifikan
Manufaktur — Skala terhadap efisiensi

Menengah Besar di biaya produksi.

Tasikmalaya) . Audit operasional dan
pengendalian  intern
secara simultan

berpengaruh signifikan
terhadap efisiensi
biaya produksi .

3.2 Kerangka Pemikiran

Secara umum, kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh setiap bank di

dalam menjaga kelanggengan likuiditasnya menggunakan beberapa instrumen

bentuk investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek seperti investasi

pada surat berharga, penempatan dana pada bank lain, penyertaan modal saham

serta kegiatan penanaman dana lainnya berupa penyaluran fasilitas kredit, di mana

pada Bank Syariah disebut sebagai pembiayaan.

Menurut Muhammad(2005:17), pembiayaan adalah:

“Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

maupun lembaga”.
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Salah satu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang dilaksanakan
di bank-bank syariah adalah pembiayaan mudharabah.

MenurutKarim (2006:205), dinyatakan pengertian mudharabah sebagai
berikut :

“Secara teknis mudharabah adalah suatu akad kerjasama atau persetujuan
kongsi usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal)
menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak kedua (mudharib) bertanggung
jawab atas pengelolaan usaha di mana keuntungannya dibagikan sesuai
dengan rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama.”

Muhammad (2005:102) menyebutkan bahwa dalam fiqgih muamalah,
definisi terminologi bagi mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh
beberapa ulama madzhab, sebagai berikut :

1. Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian
untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu
pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

2. Madzhab Maliki menamai mudharabah sebagai: penyerahan uang
dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada
seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan
imbalan sebagian dari keuntungannya.

3. Madzhab Syafi’i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal
menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam
suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik antara keduanya.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan
pendanaan. Menurut Antonio (2001:97) dijelaskan sebagai berikut :

“Pada sisi penghimpun dana, mudharabah diterapkan:

a. Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan
khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan deposito biasa.

b. Deposito spesial di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk
bisnis tertentu misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan:

a. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa

b. Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah di mana sumber
dana khusus dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul
maal.”
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Setiap pengucuran dana/pembiayaan, termasuk pembiayaan mudharabah
dilakukan dengan harapan pembiayaan tersebut dapat efektif, baik dari segi proses
maupun hasil atau output-nya.

Dalam teori organisasi, yang dimaksud efektivitas menurutRobbins
(2007:20)yaitu, “effectiveness could be defined as the degree to which an
organization realized its goals”, dalam hal ini effectivenessmerupakan tingkat
pelaksanaan berbagai tujuan, mencerminkan sumbangan yang diberikan kepada
organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dari segi tujuannya, efektivitas dilihat
berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan.

Setiap pengucuran dana/pembiayaan, termasuk pembiayaan mudharabah
dilakukan dengan harapan pembiayaan tersebut dapat efektif. Efektivitas
pembiayaan sebagaimana dikutip dari Syafar (2005:56) dapat diukur dengan cara
melihat kemantapan prosedur pembiayaan berdasarkan faktor-faktor sebagai
berikut :

1. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan dapat
diterima dan mampu menjangkau secara luas.

2. Keragaman mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas
prosedur pembiayaan yang dijalankan.

3. Frekuensi pinjaman/pembiayaan nasabah, sebagai tingkat keseringan
nasabah dalam mengambil pembiayaan.

4. Frekuensi tunggakan, sebagai tingkat keseringan nasabah dalam
menunggak pembayaran dalam suatu proses peminjaman/pembiayaan.

5. Pelayanan pembiayaan, sejauh mana tingkat pelayanan yang dilakukan,
mulai dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi pembiayaan.

Terhindarnya bank dari pembiayaan bermasalah/kredit macet juga sangat
tergantung dari efektivitas pembiayaan tersebut. Oleh karena itu, agar analisis

pembiayaan dapat dilakukan dengan baik, maka prosedur pembiayaan perlu

dilaksanakan dengan baik, antara lain dengan menerapkan pengendalian internal.
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COSO (2013:3) yang mempublikasikan Newlnternal Control-Integrated
Framework pada tahun 2013 ini mendefinisikan pengendalian internal sebagai
berikut :

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,
management, and other personnel, designed to provide reasonable
assurance regarding the achievement of objectives relating to operations,
reporting, and compliance”

Berdasarkan pengertian tersebutdapat dipahami bahwa pengendalian
internal adalah proses dalam kegiatan operasional organisasi dan merupakan
bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal hanya dapat
menyediakan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan rumusan COSO dan juga pendapat para pakar, bahwa
pengendalian internal bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan operasi, tujuan-
tujuan pelaporan serta tujuan-tujuan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang
berlaku. Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka diperlukan
pemenuhan unsur-unsur dalam pengendalian internal yang dirancang dan
digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa
tujuan pengendalian internaltersebut dapat terpenuhi.

COSO (2013:4) menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal
sebagai berikut :

“Internal control consists of five integrated components:
Control Environment
Risk Assessment
Control Activities

Information and Communication
Monitoring Activities”

IR NS

Beberapa literatur dan temuan penelitian belakangan ini juga menunjukkan

bahwa pengendalian internal semakin penting dalam operasi perusahaan dalam
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kaitan dengan tujuan untuk mencapai efektifitas operasi perusahaan termasuk di
sektor perbankan.

Campion  (2000:75) dalam uraiannya tentang pengembangan
pengendalian internal pada lembaga-lembaga keuangan mikro, antara lain dengan
memotret kinerja dua bank, yaitu BRI (Indonesia) dan Mibanco (Peru),
menyatakan bahwa pengendalian internal bank haruslah didesain sedemikian rupa
sebagai pelaksanaan manajemen risiko sehingga memberi kontribusi penting
untuk mengamankan operasi-operasi - lembaga keuangan mikro. Agar
pengendalian internal dapat efektif maka Dewan Direksi perlu memainkan peran
aktif dalam menelaah laporan-laporan pengendalian internal dan merespon isu-isu
pengendalian tepat pada waktunya.

John (2010) dalam studi yang berjudul “The Effect of Internal Control
System on Nigerian Banks” yang dipublikasikan dalam International Journal of
Accounting (2010:123-129) menunjukkansecara jelas bahwa sistem pengendalian
internal yang efektif dan memadai diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah
kecurangan (fraud) dan efektivitas operasi perbankan khususnya di Nigeria.
Kesimpulan yang sama dikemukakan oleh Karagiorgos dkk (2012) dalam studi
mereka berjudul “Effectiveness of Internal Control System in the Greek Bank
Sector” menunjukkan bahwa semua komponen pengendalian internal adalah vital
untuk mencapai efektivitas pengendalian internal yang selanjutnya berakibat pada
pencapaian sukses dan kelangsungan usaha perbankan.

Douglas (2011:4) dalam tesis yang berjudul “Internal Control and Its
Contributions To Organizational Efficiency and Effectiveness: A Case Study Of
Ecobank Ghana Limited” menemukan bahwa secara umum Ecobank Ghana Ltd

telah melaksanakan pengendalian internal dengan baik, dan pengendalian internal
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tersebut telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi Ecobank
Ghana Ltd, di mana dengan adanya pengendalian internal tersebut, maka
kebijakan dan prosedur pengendalian dapat dipatuhi.

Amudo dan Inanga (2009:19) dalam studi mereka berjudul “Evaluation
of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda” secara umum
menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada proyek-proyek yang
dibiayai oleh African Development Bank Group (AfDB) masih lemah sehingga
terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi
proyek-proyek tersebut. Hal ini sekaligus mengindikasikan pentingnya
pengendalian internal untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari proyek-proyek
yang dibiayai oleh perbankan. Relevan dengan studi di atas, Olatunji (2009:2)
yang melakukan penelitian di Nigeria dengan judul “Impact of Internal Control
System in Banking Sector in Nigeria” mendapatkan kesimpulan bahwa
pengendalian internal sangat erat hubungannya dengan pencegahan kecurangan
pada sektor perbankan di Nigeria.

Ramachandran dkk (2012:1) dalam studi mereka mengenai mengenai
efektivitas audit internal pada bank-bank komersial di Tanzania atau dengan judul
“Effectiveness of Internal Audit in Tanzanian Commercial Banks” menegaskan
pentingnya bank-bank komersial Tanzania mengelola sistem pengendalian
internal agar dapat beroperasi secara efektif dan efisien sehingga mampu
berkontribusi penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Tanzania.

Ewa dan Udoayang (2010) dalam studi berjudul “The Impact of Internal
Control Design on Banks’ Ability To Investigate Staff Fraud, And Life Style And
Fraud Detection In Nigeria” sebagaimana dipublikasikan dalam International

Journal of Research in Economics & Social Sciences, Vol. 2(2012:32)
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menyimpulkan bahwa pengendalian internal yang efektif dan efisien diperlukan
untuk membendung praktif kecurangan di sektor perbankan, sehingga mereka
merekomendasikan agar bank-bank di Nigeria harus memutakhirkan serta
memberi perhatian serius terhadap desain pengendalian internalnya.

Studi-studi lain yang cukup terkait di lingkungan lembaga keuangan
seperti yang dilakukan oleh Siayor (2010), juga beberapa studi tentang relevansi
pengendalian internal dengan efektivitas operasional perusahaan atau organisasi
non perbankan seperti yang dilakukan oleh Byanguye (2011), dan Mawanda
(2011), masing-masing secara umum menjelaskan adanya kontribusi penting dari
pengendalian internal dalam mendukung efektivitas kegiatan perusahaan ataupun
kegiatan organisasi.

Beberapa studi yang khusus dilakukan di lingkungan perbankan syariah
antara lain yang dilakukan baru-baru ini oleh Salehi et.al (2013) di Bank Mellat,
Iran juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di sektor perbankan
Islam sangat efisien dalam mencegah kejadian kecurangan dan kesalahan
operasional bank.

Beberapa studi yang dilakukan di Indonesia juga menunjukkan pentingnya
pengendalian internal dalam mendukung sukses usaha perbankan. Handayani
(2012:3) yang mengkaji sistem pengendalian internal dalam menunjang
efektivitas pemberiankredit usaha kecil dan menengah pada PT Bank Negara
Indonesia Tbk(BNI) Kanwil Surabaya menyimpulkan bahwa sistem
pengendalianinternal yang baik dapat mendukung tercapainya pemberian kredit
yangefektif. Kesimpulan yang relatif sama dari studi Marbun (2006:3) yang
mengkaji peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem

pemberian kredit khususnya pada usaha kecil dan menengah yang menunjukkan
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bahwa pengendalian internal telah menunjang pencapaian efektivitas pemberian
kredit pada usaha kecil dan menengah. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh
Dewi (2011:5) menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas kredit atau NPL (non
performing loan), dengan kata lain, bahwa semakin baik pengendalian intern,
maka semakin rendah kredit bermasalah.

Studi lain yang dilakukan oleh Rhamdani (2012:2) yang mengkaji
pengaruh audit operasional dan pengendalian intern terhadap efisiensi biaya
produksi khususnya pada industri manufaktur menunjukkan bahwa pengendalian
internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya produksi
dan audit operasional dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap efisiensi biaya produksi.

Hasil-hasil studi tersebut menunjukkan pentingnya bank-bank untuk
melaksanakan pengendalian internal dengan baik dalam rangka mencapai
efesiensi dan efektivitas operasi bank, termasuk dalam kegiatan pembiayaan.

Secara khusus, adanya pengaruh pengendalian internal terhadap
pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli, antara lain
disebutkan oleh Muhammad(2005:163)bahwa:

“Keterlibatan pejabat Bank Syariah dalam hal memantau dan mengawasi
jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan”.

Pendapat tersebut juga relevan dengan tujuan pengendalian internal
sebagaimana dikemukakan olehlkatan Akuntansi Indonesia(2001:319.2) yang
menjelaskan bahwa tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi

3. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
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Berdasarkanpernyataan-pernyataan di atas, penulis dapat pula mengambil
kesimpulan khususnya berkaitan dengan lingkup penelitian ini, bahwa jalannya
pembiayaan mudharabah perlu diawasi oleh pejabat Bank Syariah, dalam hal ini
yaitu auditor intern bank, karena pengawasan merupakan bagian dari tugas auditor
intern Bank. Sesuai tujuan dan manfaat pengendalian internal, maka pelaksanaan
pengendalian internal dengan baik pada Bank Syariah diharapkan dapat
mengurangi tingkat risiko pembiayaan khususnya dalam pembiayaan
mudharabah.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu skema

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Pengendalian Internal Efektivitas Pembiayaan
rudharabah

1. Lingkungan a. Jumlah nasabah.

pengerdalian. b. Keragaman mata

2, Penilaian risiko pencaharan

3. Aktivitas | o Frekuensi
Fengendalian i pembiayaan

4, Infommasi dan d. Frekuensi tunggakan
kormunikasi e, Pelayanan

5. Aktivitas Permantauan pembiayaan

{COs0, 2013) {Syafar, 2005)

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran
3.3  Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu anggapan sementara yang harus dibuktikan
kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengajukan
hipotesis penelitian sebagai berikut: “Terdapat pengaruh pengendalian internal
terhadapefektivitas pembiayaan mudharabah pada Bank BJB Syariah Kantor

Pusat Bandung”.
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